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1.1 Latar Belakang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah {UMKM) memegang peranan krusial
dainmmuln;mrﬂkﬂﬂmnimmi{mllnm Melalui laman kadin indonesia
memengarchi  sampai 9%




Tabel 1. 1 Daftar UMEM Daerah Istimewa Yogvakarta 2021-2024

Nama Kabupaten Tahun
2021 022 2023 2024
Kabupaten Bantul M6l 6986 91775 | 93.832
Kabupaten Gunung Kidul 55.429 53.960 57.761 58.792
Kabupaten Kulon Progo J6.954 In.141 37398 | 38179
Kabupaten Sleman 84.756 113962 | #6.129 | 8BTS
Kota ¥Yoayakarta 39021 312793 39807 | 42177
Lainnyva _30289 19.082 20716 | 23.931
Jumlah UMEM berdasar Wilavahe| 337060 | 342 924 | 342 586 | 345886

Sumber ; Bappeda Deerah Istimewa Yosvakania, (23027 = 2024)

Berdasarkan tabel tersebul, Kabupaten Baniul dan Sleman merupakan
wilnyah dengon jumfah UMEM terbanyak di Deerah istimewn Yogyakarta. Dengan
besamnya jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dan Sleman yang mencapai lebih
dari separub totsl UMKM Daerah Istimewn Yogyakarta, efektivitas sistem
perpajakan digital seperti e-Billing di wilayah il menjadi sangat strategis.
Ketidakefektifan pemanfastan e-Billng oleh UMKM di wilayah dengan
konsentrasi usaha yang tnpgi berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan
pajak yang signifikan bagi daerah. meskipun aktivitas ekonominya terus tumbuh
{Keunngan, 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor
UMKM di daerah tersebut cukup besar, namun juga mengindikasikan perlunya
perhatian khusus terhadap tingkat kepatuhan pajuk mereka. Kendati Usaha Mikro,
Kecil. dan Menengah (UMKM) memiliki koniibusi yang sangat besar terhadap
perekonomian nasional, ﬁngﬁ keputuhan pajak dsn pefaku sektor i masih
menunjukkan angka yvang relatif rendah yaitu sepanjang tahun 2023 tercatat sekitar
432.000 UMEM yang menyetorkan PPh Fimal 0,5%" sehinoga total penerimpan
mencapai 2,49 triliun. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan total UMKM nasional
yang mencapai 66 jutn umt wsaha (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2023),

Sementara pada Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan melalui laman
wnediph bemenkew go.id kontribusi sektor UMKM  terhadap ekonomi Daerah
Istimews Yogyakarta sebesar 79.6 persen dan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumiah unit usaha UMEM tumbuh rita-rata




845 persen pertahun, jumliah omzet tumbuh rata-rata 137 persen per tahun.
Terhadap penyerapan tenoga kerja, UMKM mempunyai andil sebesar 23-25 persen
dalam menyerap Angkatan kerja { Kevangan, 2022).

Rendahnya tingkat kepatahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di
antaranya adalah keterbatasan pengetabuan dun pemahaman wajib pajak terhadap
ketentuan perundang-undangan perpajakan, serta persepsi lerhadap proses
administrasi perpajakam yang dianggap mimit dan memakan waktu. Kompleksitas
prosedural 1 !;.ﬂrlp m]ud:m bagi pahku. UMEM dalam memenuhs
kewajiban‘_,#hﬁmn};! Mhplt wakti dan saﬂlilﬂm‘.m (Elsani & Tanno,
2023)

Eﬁmraempms kondisi ini menunjukkan bahwa persoals

MM ik semata-mata disebabkan oleh niat untik mghnﬂlﬁ-fa‘]nh tetap
lehili pada keterbatasan kapasitas administratif dan teknologi MWE
kewajiban perpujakan. Dengan kata lain, bagi banyak pelaku UMKM, hambatan
mn.mnhuhnhﬂemh: pada kemouan untuk patub, melainkan pada ketld.lkmlmnn
S  dan mengoperazikan sistem perpajakan digital secara efekuf.
meeﬂl -ﬁmmjhd: semakin refevan sejak pemhaym;ﬂjﬂ:ﬁw&uihﬁtmelnlm

sistem elektronik seperti e-Billing (Zulma, 2020).

Menyikapi kondisi tersebut; pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) 1elah mmwbil lmgk,l‘.h strategis dengan mumqikun sistem e-Billing,
yakni susitu inovasi dalam sistem pembayaran pajak berbasis digital. Implementasi
e-Billing : .in.i- i:e:tujua.n untuk menyederhanakan  proses pembayaran pajak.
meningkatkan efisiensi mmmmm lerciplamya transparansi
dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Secara khusus, sistem ini diharaphan
dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pelaku UMKM dalam
menjalankan kewajiban perpajakan mereka, sehingga berdampak pada peninghatan
tingkat kepatuhan pajak di sektor tersebut (Putri et al., 2024).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak
di sektor UMKM., meskipun kontribusi ekonominya sangat signifikan.



Transformasi digital yang dilakukan DIP melalui e-Billing perlu ditmbangi dengan
kesiapan pengguna  dalam  aspek  aksesibilitas dan  literasi  teknologi.
Ketidoksesuaian antara kemajuan teknologl perpajakan dan kemampuan pelaku
UMKM dalom mengadopsinya menimbulkan potensi hambatan  terhadap
efektivitas kebijakan perpajakan digital { Zulma, 2020).

Fenomena lokal di Daersh [stimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa
meskipun sistem e-Billing telah tersedia, banyak pelaku UMKM masih mengalami
kesulitan chlla.mmmuﬁmtknmlmaﬁkﬁf. Hmﬂman seperti keterbatasan
akses perangkat, kurangnya pemahaman teknologi, dan rendahnya literasi digital

mﬁukhnaﬁanﬂhuqmﬂum kebijakan d:lﬂnln&ﬁ ‘perpajakan dengan
implementasinya di tingkat pengguna akhir :Hunﬂﬁm 2022).

Kesenjanpan inilah vang menjadi - alasan m peniglition yang

menguji faktor-faktor vang mempengaruhi kepatuhan muk UMKM ;pu:am

nw& konteks Daerah Istimewn Yogyakarta. Temunnaﬂ ¢
observass peneliti selama kegiatan magang pada sebuah kantor kmmﬂhn pn_lall
yang 'I:n!jm:.ﬁlp!ur Konsultan Pajak Hari Triwanta, S.E., Ak, CAT, BEKP,
C.A di Daerah Steman bahwa banyak pelaku UMKM: m mugnd.l klien untuk
berkomsultasi terkait perpajakan  karena tidak mumpuni dalam mengolah
pcwhyunm pu:_;ni; - El]lmg melalul DJFunlme

Penelition terdahuly 3mg mht: efek e-Billing terhadap kepatuhan wajib
pajak mm ukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian
men}rimpullun bahwa pmt.:mp:m E-Hlllmg dapat membantu  meningkatkan
kepatuhan dengan mempercepal proses pembayaran dan pelaporan, tetapi
efektivitasnya sering dipengaruhi oleh tingkat literasi dan pengetahuan pajak pelaku
usaha (Praskoco & Widintmoko, 2025). Selain itu, temlapat penelitian yang
menetapkan bahwa pemahaman perpajakan don e-Billing memainkan peran penting

dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya meskipun peran
tersebut terkadang moderat atau tergantung variabel lain seperti kesadaran pajak
serta mekanisme pembayaran ( Giovani & Ariani, 2024).



Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh  e-Billing,
pemahaman perpajakan, dan faktor teknologi terhadap kepatuhan pajak. kajian-
kajian tersebut masih menunjukkan keterbatosan karena umumnys menguji
variabel-variabel tersebut secara terpisah atau parsial. Selain itw. belum banyak
penelitian yang mengintegrasikan kemudohan akses sistem, persepsi kegunaan, dan
pemahaman teknologi dalam satu kerangka penlaku terpadu untuk menjelaskan
kepatuhan pajak L‘MKM khususnya dalam konteks wilayah dengan karakterstik
UMKM yang padat seperti Dacral Istimewa Yogyakarta (Oktaviani et al.. 2019),

Lebih juuh. 'mal ﬂtﬂi di M.III'II Tﬂf_ﬂw bahwa perceived

unfuhwm_lmth mlﬁmmdil:mr utama kepatuban wajib pajak badan dalam

ilisas “wajib pajak }'I}J}Emi ﬁpnlﬂgl sebagai alat

ylng uw.t mndul:ung kinerja administrasi cenderung lebih taat dalam

mﬂm kewajiban perpajakan (Hidayanto et al, 2023). Dengan kata lain,
pﬂﬂﬂ[ﬂu kql;ﬂlﬂ-tm e-Billing bukan sekadar keyakinan teortis, w hqﬁng
pmkﬁuhhm.mnhmtuk niat dun perilaku aktual pengguna Iekm!ug:—mntdigjtnl

M :_émn]um sejumlah penelitian sebelumnya masil ‘memiliki
keterbatusan. Banyak studi yang hanya meneliti aspek c-!ﬁllhgmanpusm] atau
belail menginlegrasikan varisbel utarn seperti kerubiala Mkhes st & Billing,
persepsi kegunaan. dan tingkat pumuha.man lelmulng;: secara simultan sebagai
fuktmﬂalmn WMEWM (Okinwiani et al., 2019). Selain itu,

mbug‘hﬁm _ seperti yang dilakukan oleh Hidayanto et al,
(2023) :Eguhhcmﬁ mam‘}rdiamhhnpndn pupuiﬁwujin pajak di wilayah tertentu.

Oleh karena itu, hasil penelitian fersebul belum fentu sepenubnya dapat
digeneralisasi untuk menjelaskan perilaka UMEM di Dacrah Istimewa Yogyakarta
yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebul. research gap dalam penelitian ini terletak pada
belum adanya penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh kemudahan akses
e-Billing, persepsi kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi terhadap
kepatuhan pajak UMKM dalam konteks wilayah Daersh Istimewa Yogyakarta.
Dengan demikian, kebaruan fnowvelty) penelitian ini terletok pada integrosi tiga



konstruk utama, yaitu kemudahan akses e-Billing iperceived eaxe af usel, persepsi
kegunaan e-Billing (perceived usefulness), dan pemahaman teknologi sebagni
varizbel eksternal TAM, dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM pada konteks
spesifik Daerah Istimewa Yogyakarts yang memiliki karakteristik ekonomi dan
literasi digital yang berbeda dengan wilayah lain (Wulandari & Dasmean, 2023),
Sementara itw, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas sistem e-
Billing dan Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor teknologi dan
perilaku pengguna, séhingea perl dilakukan pengufian yang lebih komprehensif
dan spesifik pﬂhﬂﬂeksmw{ﬂlc‘htmrimn 2024). Penelitian
i skan mmm Mm-'mm:m Ammﬁ&-m (TAM) untuk

M Iﬁh:m'n qu].raiﬂﬂ.

Dalam perspektif penerimaan teknologi. Theory of Technology Atecptance
Model (TAM) menyatakan babwa dua fakior psikologis utnma yaitu percei o
wm.mi kegunoan) dan perceived vase of wse tpfﬁmhmdﬁhﬂn
penggunaan) mempengaruhi sikap dan intensi individu dalam menggunakan suatu
sistem atau teknologi. Dalam konteks perpajakan, kedua fakior ini sangat relevan
dalath meijelsskan bagaimana pelaku UMKM meneyifith feknalogi dhgital scperti
B%_:_: dalam memenuhi kewajiban pajak merekn Wtkq 2 nl, 2025)
Ketika pelaky UMKM memahami manfaat yang du'mﬂmihn sistem e-Billing dan
enganggapnya mudah digunskan, kemungkinan mereks untuk menggunakan
sistem fersebut dan memenuhi kewajiban pajnk secara paiuh akan meningkat.

Melalui pmdekamrqum%ﬁf (TAM), penelitian ini
relevan untuk mengkoji bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan
akses, persepsi kegunaan e-Billing dan pemahaman teknelogi dapat mempengaruhi
tingkat kepatuhan pajak {Wulandan & Dasman, 2023). Dengan demikian, studi im
berkontribusi dalam memperkust integrasi antara aspek teknologl informasi dan
perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks sektor informal yang potensial
namun masih kurang terjanghkau oleh sistem perpajakan konvensional.



Berdasarkan fenomena kesenjangan antara kebijakan digitalisasi perpajakan
dan kemampuan aktual UMEKM dalam mengadopsinya, serta adanya keterbatasan
penelition sebelumnya dalam menjelaskan faktor-faktor teknologi secara terpadu,
maka diperlukan suatu penelitian empiris yang secara khusus menguji determinan
kepatuhan pajak UMKM berbasis penenimaan teknologi. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan akses e-Billing, persepsi
kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi terhadap kepatuhan pajak UMEKM
di Daersh Istimewa Yogyakarta, Hasil penelitian dibarapkan dapat memberikan
kontribusi empiris dalum perumusan kebijakan digitalisasi perpajakan yang efektif
serta suﬁypﬁlmgklllﬂWﬂuk UMKM berbasis mgi di timgkat
lokal atau i Daerah Istimewn Yogyakarta.

1.2 Rumasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang teloh diuraikan, maka mmusan masalah dalam
penuﬁﬁm 1 dopat dirumuskan sebagm berikut ; : .
1. Apakah kemudahan akses e-Billing berpengaruh positif dan signifikan
kl!hdi]:lhpamlmn pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan
‘2. Apaksh persepsi kegunaan e-Billing berpengarub positil dan signifikan
terhadsp kepatuhan pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan
3. Apakah pemahaman teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
4. Apakah kemudshan akses eBilling. persepsi kegunaan e-Billing, dan
pemahaman lck:mingi secar s'iinuimn E:erpedgaruh signifikan terhadap
kepatuhan pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan?

1.3 Tujuan Fenelitian

Tujuan duri penefitian ini adalah untuk



|. Untuzk menguji secara empiris kemudahan akses e-Billing berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam
pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

e

Untuk menguji secara empirns kegunaan sistem berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMEM  dalam
pembayaran Pajak Penghasilan Badan,

3. Untuk menguji secarn empms.mn teknologi berpengarub positif
don signifikan terhadap. w pajak wajib pajak UMKM dalam
pemba]'ltﬂﬂ’lijﬂk_ enghasilan Badan.

4. Untuk mnggﬁ um luqﬁi!i kemudahan_ akses e-Billing. persepsi

k@gunm B—m lh.__pﬂm:ha.man teknu]'ﬂﬁ'_:_: simultan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM  dalam

S lavacan Pijok PenghasilmBadsn. N

Pqiﬁlﬂnﬁ penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatian i.'ﬁbahti:m
yang fmmﬁmghmdm meluasnyn permasalahan dan ruang hnMdaJ:!m
pmlm:ﬂ. ﬁnﬂﬁln ini hanya membahas mengenai ahlgl. mudnhntﬁﬂlllmg,
Kegupaan e-Billing, dan pemahoman  teknologi m m mempengarui
Kw.nn pajak umkm serta penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Yogyakarta.

I, Penelitian. iﬂih}i memfokuskan pada wajib pajak Usahn Mikro, Kecil,
dan Menengah m}mtﬂdﬂm dan berdomisili di wilavah Daerah
fsﬁmem"fbgyu]cm‘tﬂ (Daerah hhmnmﬁgjﬂhﬂﬂ
2. Faktor-faktor yang ﬂdﬁt w varighel bebas (independen) hanya
mencakup tiga hal, }rmtu
s Tingkat kemudahan dalam mengakses sistem e-Billing

e Tingkat pemahaman teknologi oleh wajib pajak
# Tingkat kegunaan sistem
3. Data penelitian diperoleh melalui surve: kuesioner yang disebarkan kepada
wajib pajak UMKM aktif di Daerah lstimews Yogyakarta, sehingga tidak

mencakup wajib pajak di luar provinsi ini.



4. Penelitian tidak membahas faktor-faktor lain di luar variabel tersebut,
seperti besamyu tarif pajak, pengarub sanksi, pemeriksaan pajak. atau
motivasi pribadi wajib pajak.

5. Penelitian ini hanya menggunakan data dalam periode satu tahun terakhir,
ogar hasiloya refevan dun sesus dengen kondisi terbaru.

1.5 Manfaat Penelltlan

pembayaran pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak
mereka.
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